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Bayu Indra Permana.E0009073. 2013.IMPLEMENTASI PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 13 TAHUN 2006 TERKAIT 
PROSES PENCALONAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN 
PERMUSYAWARATAN DESA PLUMBON KECAMATAN PLUMBON 
KABUPATEN CIREBON.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiimplementasi Peraturan Daerah 
Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2006 terkait proses pencalonan dan penetapan 
anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon 
Kabupaten Cirebon serta kendala-kendalanya.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat
dari jenis penelitian termasuk penelitian hukum empiris. Jenis data yang digunakan 
adalah primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu 
melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pemilihan anggota 
Badan Permusyawaratan Desa Plumbon, dan studi dokumen baik berupa jurnal, buku, 
peraturan perundang-undangan, literatur dan hasil penelitian dibidang hukum tata 
negara, makalah-makalah dan hasil-hasil karya ilmiah para sarjana dibidang hukum 
tata negara, kamus hukum, dan arsip atau dokumen yang terkait. Teknik analisis data 
adalah teknik analisis data interaktif.
Berdasarkan penelitian ini diperoleh dua kesimpulan. Pertama, bahwa 
implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2006 terkait 
pemilihan anggota BPD di Desa Plumbon sudah cukup berjalan dengan baik, karena 
bila didasarkan pada teori Bambang Sunggono mengenai efektifitas hukum, maka dua 
dari empat unsur efektifitas pelaksanaan hukum telah terpenuhi yaitu mengenai aparat 
penegak hukum dan fasilitas penegakan hukum. Dua komponen lainnya yaitu 
mengenai kualitas peraturan dan individu-individu pendukung belum terpenuhi.  
Kedua, kendala-kendala yang dihadapi terkait pemilihan anggota BPD di Desa 
Plumbon terdiri atas kendala yuridis dan kendala teknis. Kendala yuridis yang terjadi 
yaitu mengenai kesalahan legislatif drafting yang terdapat pada Peraturan Desa 
sebagai aturan turunan dari Peraturan Daerah. Sedangkan kendala teknis yang terjadi 
yaitu pembuatan Peraturan Desa tentang BPD yang berdekatan dengan waktu 
musyawarah pemilihan anggota BPD, Pemerintah Daerah yang tidak memperhatikan 
masalah keuangan terkait pemilihan anggota BPD, beberapa Rukun Warga (RW) 
tidak mengirimkan calonnya untuk dipilih dalam musyawarah pemilihan anggota 
BPD, serta kurangnya pengetahuan anggota BPD terpilih mengenai tugas dan fungsi 
dari BPD.




BAYU INDRA PERMANA. E0009073. 2013. IMPLEMENTATION OF 
REGIONAL DISTRICT REGULATION NUMBER 13 OF 2006 CIREBON 
NOMINATION PROCESS RELATED MEMBERS AND DETERMINATION 
OF THE BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA PLUMBON 
KECAMATAN PLUMBON KABUPATEN CIREBON
This research aims to determine the implementation of Cirebon Regency 
Regulation Number 13 of 2006 related to the nomination and confirmation process 
members of the Badan Permusyaratan Desa (BPD) in Desa Plumbon Kecamatan 
Plumbon Kabupaten Cirebon and constraints.
This research is a descriptive study and when seen from this type of research 
including empirical legal research. Types of data used are primary and secondary. 
Data collection techniques were used, namely through interviews with parties related 
to the election of members of the Badan Permusyaratan Desa (BPD) inPlumbon, and 
study the document in the form of journals, books, legislation, literature and research 
results in the field of constitutional law, papers and results of the scientific work of 
scholars in the field of constitutional law, legal dictionaries, and related records or 
documents. Data analysis techniques are interactive data analysis.
Based on this research obtained two conclusions. First, that the 
implementation of Cirebon Regency Regulation Number 13 of 2006 concerning the 
selection of members of BPD in the Desa Plumbon running well enough, because 
when it is based on the theory Bambang Sunggono the effectiveness of the law, then 
two of the four elements of effective implementation of the law have been met and that 
the enforcement authorities and law enforcement facilities. Two other components, 
namely the quality of regulations and supporting individuals unmet. Second, the 
constraints faced by members of BPD in the relevant election, Desa Plumbon consists 
of juridical constraints and technical constraints. The legal constraints that occur on 
legislative drafting errors contained in the Regulations as a rule derived from the 
village of regional regulation. While the technical problems that occur are making 
rules about BPD village adjacent to the election of members of BPD deliberation 
time, the local governments who do not pay attention to financial issues related to the 
selection of members of BPD, some Rukun Warga(RW) do not submit candidates for 
the election of members chosen in consultation BPD, as well as lack of knowledge of 
BPD members elected on the duties and functions of the BPD.
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